WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUE
PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

FPERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG

Menimbang

Mengingat

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
perlu melaltukan harmonisasi kelembagaan terhadap
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Kupang sebagaimana
terlampir merupakan bagian yvang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota rentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Kupang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Kupang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 (entang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3633),



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tenitarig Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat - Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6402);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor & Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun
2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 285|;

Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kola Kupang
(Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomer 559);



8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 25 Tahun 2022
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempua.ﬁ
dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Kupang (Berita Daerah Kota
Kupang Tahun 2022 Nomor 605|;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 42 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA KUPANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Eerja

Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang (Berita
Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 559) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 avat (4) diubah, schingga berbunyi sebaga berikut :

Pasal 2

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menvelenggarakan fungs: :

a.

perumusan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang
pemberdayvaan perempuan dan perlindungan anak;

pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembapga pemerintah
daerah tingkar kota;

pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;

pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para
pihak lingkup daerah kota;



penvediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang
memerlukan koordinasi tingkat kota;

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
dan hak anak tingkat kota;

penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan dan hak anak vang wilayah kerjanya dalam daerah tingkat
kota;

pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak
lingkup daerah kota;

penyediaar! layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
vang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan,
lembaga penyedia layanan peningkatan lualitas hidup anak, dan
lembaga penyedia lavanan bagl anak yang memerlukan perlindungan
khusus tingkat daerah kota:

. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan

kualitas keluarga dalam mewujudkan keseraraan gender dan halk anak
vang wilayah kerjanva dalam daerah kota;

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penvajian data gender dan
anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;

pelaksanaan administrasi dinas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah,
schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayal (1) merupakan Dinas Tipe

A dengan susunan organisasi terdiri atas :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, dengan 1 [satu) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;

e. Bidang Perlindungan Perempuan;

f. Bidang Perlindungan Khusus Anak.

I



=

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

-

Pasal 6

Ridang Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi :

1.

Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan
gender, bidang pemberdayaan perempuan bideng politik, hukum, sosial,
dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia
layanan kualitas keluarga;

. Pelaksanaan” kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender,

bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewuwudkan
kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia
layanan kualitas keluarga;

. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan

gender tingkat kota;
Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

penyajian data gender;

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data
gender; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan
pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang
politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga
dan mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia lavanan pemberdayaan perempuan dan lembaga
penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pen gumpulan, pengolahan,

analisis, dan penyajian data gender.

Ketentuan Pasal 7 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bidang Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

Li

Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak
anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas
keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan
kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;



6.

5,

. Pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang

penguatan dan pengembangan lembaga penvedia layanan peningkatan
kualitas anak lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam
mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang peningkatan kualitas

keluatga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;

. pelaksanaan pelayvanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak

anak:

. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

penyajian data anak;

. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;

dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan
pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penvedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penvedia
layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak,
bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak
anak. bidang penvediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penvajian data anal.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bidang Perlindungan Perempuan, menvelenggarakan fungsi :

i

penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap
perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bag perempuan
korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan;

pelaksanaan kebijakan Dbidang pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penvedia
layanan perlindungan perempuan;

pelaksanaan koordinasi pelaksanaan lavanan rujukan lanjutan bagi
perempuan korban kekerasan;

pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data perempuan korban kekerasan;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan. analisis dan penyvajian data

perempuan korban kekerasan;



6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan

kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layvanan rujukan
lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan
pengumpulan, pengolahan, analis dan penyajian data perempuan korban
kekerasan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Perlindungan Khusus Anak menyelenggaraan fungsi :

[

w

penviapan perumusan kebijakan bidang pericegahan kekerasan terhadap
anak, bidang penvediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penvedia
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak dan
bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak
vang memerlukan perlindungan khusus;

pelaksanaan koordinasi bidang penyediaan layanan bagl anak vang
memerlukan perlindungan khusus;

pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data kekerasan terhadap anak;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penvajian data
kekerasan terhadap anak; dan

. pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan bidang pencegahan

kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak vang
memerlukan perlindungan khusus, pelaporan hidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data kekerasan terhadap anak.



PASAL 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Kota Kupang,
Diletapkan di Kupang

pada tanggal 11 Juli 202
[LWALIKD KUPANG,

ON R. RIWU KDRE?Z,_

[LJERIRS

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 11 Juli 2022
L}SEKRETAEIS DAERAH KOT FANG,L

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 606
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